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ABSTRAKSI 

Ancaman hukuman mati dalam sistem hukum pidana bila ditinjau dari Hak 

Asasi manusia menimbulkan perdebatan tersendiri, ada problematika yang timbul 

dari perdebatan ancaman hukuman mati tersebut.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pencantuman 

ancaman hukuman mati ditinjau dari hak asasi manusia, mengetahui dasar-dasar 

pemikiran terkait dengan pro dan kontra hukuman mati di Indonesia, dan 

mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ancaman 

hukuman mati di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

kualitatif untuk mengetahui dan memahami gejala yang diteliti dari problematika 

ancaman hukuman mati dalam sistem hukum pidana ditinjau dari hak asasi manusia 

sehingga menghasilkan data yang deskriptif. Spesifikasi penelitian dilakukan secara 

deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka 

dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pencantuman ancaman hukuman mati 

dalam sistem hukum pidana ditinjau dari hak asasi manusia terdapat hal yang 

melatar belakangi yaitu pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 

tentang Peraturan Hukum Pidana. Dasar-dasar pemikiran kelompok yang pro dapat 

dikelompokkan dalam 3 faktor kepentingan yaitu kepentingan pelaku kejahatan, 

kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Sedangkan dasar-dasar 

pemikiran kelompok kontra hanya dikelompokkan menjadi 2 faktor kepentingan 

yaitu kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat. Hambatan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan ancaman hukuman mati adalah hukum (hak asasi manusia) 

internasional, reaksi keras dunia internasional, konvenan hak-hak sipil dan politik, 

masih ada proses hukum/ditemukan novum baru, hak asasi manusia dipakai oleh 

terpidana dalam pembelaannya di pengadilan, filosofi pemidanaan atas dasar, 

pendampingan jaksa penuntut umum oleh Kejaksaan Agung, dan lamanya 

terpidana  hukuman mati di eksekusi. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperolehlah kesimpulan bahwa latar 

belakang pencantuman hukuman mati ialah pemberlakuan Undang-undang No. 1 

Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dasar pemikiran kelompok kontra 

hukuman mati lebih kuat karena mengacu lebih banyak aspek dibandingkan dengan 

dasar pemikiran kelompok pro. Melihat hambatan dalam pelaksanaan hukuman 

mati umumnya didasarkan pada sisi kemanusiaan. Adapun saran diberikan yaitu 

mengganti ancaman hukuman mati dengan hukuman seumur hidup tanpa grasi. 

 

Kata Kunci : hukuman mati, sistem hukum pidana, pro hukuman mati, kontra 

hukuman mati, retensionisme, abolisionisme, hak asasi manusia. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Perdebatan mengenai hukuman mati sudah terjadi sejak hukuman ini lahir. 

Penerapan hukuman mati bertujuan untuk mencegak tindak pidana yang terjadi di 

masyarakat karena hukuman mati sebagai hukuman dengan mengakhiri nyawa 

seseorang akan memberikan efek yang menakutkan. Tetapi dalam penerapannya 

banyak problem yang terjadi seperti angka kejahatan yang dihukum mati yang 

justru meningkat sehingga efek menakutkan dari hukuman mati dipertanyakan, 

hukuman mati yang jauh semangat zaman (tren dunia) yang menuju ke 

penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan (humanisme), dan masih banyak lagi 

aspek yang melatarbelakangi problem hukuman mati yang perlu untuk dibahas 

dalam penelitian ini. 

Problematika hukuman mati memunculkan kelompok-kelompok yang 

pro/setuju terhadap hukuman mati (retensionisme) dan kelompok kontra/menolak 

hukuman mati (abolisionisme), sehingga perlu untuk membahas dasar-dasar 

pemikiran dari kelompok pro dan kontra hukuman mati tersebut, yang tidak kalah 

pentingnya juga untuk membahas hambatan yang dihadapi dalam penerapan 

ancaman hukuman mati. Hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia 

diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang 

merupakan produk hukum kolonial (Hindia-Belanda). Hukuman mati sering 

dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia sejak tren dunia internasional 

menuju pada penghapusan hukuman mati dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia, Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik serta di Indonesia lahirnya 
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amandeman kedua Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebutlah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini, karena problematika hukuman mati dapat dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu problem pencantuman hukuman mati, pro-kontra hukuman mati, dan 

pelaksanaan hukuman mati. Sehingga ketiga hal tersebut yang akan dibahas dalam 

penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Hukuman Mati dalam Sistem 

Hukum Pidana Ditinjau dari Hak Asasi Manusia” ini. 

Selesainya skripsi ini pertama-tama ingin berterima kasih kepada pak Petrus 

Soejowinoto yang telah dengan sabar membimbing penulisan skripsi ini dengan 

komentar dan kritikannya yang jitu, tak ada yang dapat saya berikan selain ucapan 

terima kasih. Lalu kepada bu Trihoni (selain sebagai dosen wali) karena judul 

penulisan skripsi ini pada mulanya lahir dari diskusi pada saat kuliah Metode 

Penulisan Karya Hukum (MPKH). Terima kasih untuk Pak Alimin Ribut, Pak 

Suparno, Bu Farida, dan Pak Donny Danardono yang telah menyumbangkan 

pemikiran (dan juga waktu) pada saat wawancara. Terima kasih untuk Teman Bikin 

Film Yuk (Rendy, Yohan, Doni, Benjamin, Bowo, Puput, Rhama), dan juga seluruh 

teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata. Renova 

Kusuma Pristi, yang selalu marah ketika bermalasan untuk membuat skripsi ini. 

Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik secara 

teknis maupun isinya namun dengan kerendahan hati semoga skripsi ini tidak akan 

mengurangi kegunaan dan manfaat bagi pembaca dan masyarakat. 

Semarang, 30 Juni 2016 

Niky L. U. K. Lakinuga 
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